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A. PENDAHULUAN  

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, pukul 10.04 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutuskan Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang–

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dalam Perkara Nomor 4/PUU-XVI/2018. 

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang – Undang Badan Keahlian DPR RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian materiil KUHAP dalam Perkara Nomor 4/PUU-

XVI/2018 diajukan oleh Sutarjo, SH.MH.  

 

C. PASAL ATAU AYAT KUHAP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas: 

 Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata Penahanan, yang berkentuan: 

 

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena 

kewajibannya mempunyai wewenang: 

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 

 

 Pasal 11 sepanjang kalimat; kecuali mengenai penahanan yang wajib 

diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik, yang berkentuan: 

 



  
 

 

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 

ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan 

pelimpahan wewenang dari penyidik. 

 

 Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yang berketentuan: 

 

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas 

perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang 

melakukan penahanan; 

(2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan 

penahanan atau penahanan lanjutan. 

 

D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata Penahanan, Pasal 11 sepanjang 

kalimat; kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan 

wewenang dari penyidik, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dianggap 

oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) 

UUD NRI Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau 

kewenangan konstitusional Pemohon. 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

1. Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata 

Penahanan, Pasal 11 sepanjang kalimat; kecuali mengenai penahanan yang 

wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik, dan Pasal 20 

ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai 

berikut: 

1) Bahwa lebih lanjut dapat  Mahkamah  jelaskan  meskipun  penahanan 

pada hakikatnya adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap hak 

masyarakat secara tidak langsung, namun terhadap pejabat yang 

mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan juga 

dipersyaratkan untuk bertindak secara sangat hati-hati. Oleh sebab itu, 

sebenarnya kata kunci tindakan penahanan dalam sistem peradilan 

pidana termasuk di Indonesia adalah suatu tindakan yang baru dapat 

dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu. Secara teoritis, 

dibedakan antara sahnya penahanan (rechtsvaardigheid) dan perlunya 

penahanan (noodzakelijkheid). Secara doktriner sahnya penahanan 

bersifat objektif dan mutlak. Makna mutlak artinya sepanjang terpenuhi 

syarat yang ditentukan di dalam undang-undang tentang tindak pidana 

yang tersangkanya dapat dilakukan tindakan penahanan, sedangkan 

makna mutlak harus pasti yang artinya tidak dapat diatur-atur oleh 

penegak hukum. Sementara itu syarat lain yang juga tidak kalah 



  
 

 

pentingnya adalah penahanan bersifat relatif (subjektif) yang maknanya 

bahwa tindakan penahanan merupakan pilihan dan yang menentukan 

kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian 

pejabat yang akan melakukan penahanan. Sebagaimana telah 

dijelaskan pada paragraf sebelumnya, ketentuan Pasal 20 KUHAP 

berkorelasi dengan Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 11 KUHAP, yang 

merupakan norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, antara 

lain menentukan: (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau 

penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan; (2) Untuk 

kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan 

penahanan atau penahanan lanjutan; (3) Untuk kepentingan 

pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya 

berwenang melakukan penahanan. Dalam Pasal 20 KUHAP tersebut 

ditentukan pejabat yang berwenang melakukan penahanan dan adapun 

pejabat yang dimaksud adalah penyidik atau penyidik pembantu atas 

perintah penyidik, penuntut umum dan hakim pada masing masing 

tingkatannya. 

2) Bahwa meskipun secara tegas dalil Pemohon hanya terbatas 

mempermasalahkan tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik 

pembantu atau penyidik dan penuntut umum, namun menurut 

Mahkamah hal tersebut tetap saja mempersoalkan roh atau hakikat 

tindakan penahanan itu sendiri khususnya yang dilakukan pejabat 

penyidik atau penyidik pembantu dan penuntut umum yang menurut 

pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang yang tidak dilandasi 

adanya fungsi kontrol oleh pejabat penegak hukum. Terhadap hal 

tersebut sebenarnya Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa 

dengan adanya syarat yang sangat ketat dan sikap hati-hati yang 

dilakukan oleh pejabat yang  mempunyai kewenangan untuk melakukan 

penahanan pada masing-masing tingkatan, maka asumsi Pemohon 

tersebut hanyalah kekhawatiran yang  berlebihan dan kalaupun ada 

praktik-praktik transaksional sebagaimana yang juga didalilkan 

Pemohon, hal itu adalah persoalan implementasi yang masing-masing 

sangat tergantung kepada integritas pejabatnya yang tentu saja tidak 

relevan apabila kemudian Pemohon mengaitkan dengan 

inkonstitusionalnya norma dari pasal-pasal tersebut di atas. Terlebih 

sebenarnya mekanisme kontrol yang dikhawatirkan oleh Pemohon 

tersebut bukanlah tidak ada sebab secara yuridis undang-undang telah 

menyediakan sarana untuk itu, yaitu mekanisme yang diatur dalam 

Pasal 77 juncto Pasal 79 KUHAP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tentang Praperadilan. 

3) Bahwa lebih lanjut perlu Mahkamah tegaskan, meskipun permohonan 

Pemohon hanya berkaitan dengan sebagian dari norma Pasal 7 ayat (1) 



  
 

 

huruf d sepanjang kata “penahanan”, Pasal 11 sepanjang kalimat, 

“kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan 

wewenang dari penyidik”, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP 

bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 

namun dengan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, hal 

tersebut sesungguhnya telah terjawab oleh pendirian Mahkamah, 

bahwa hakikat yang dipermasahkan Pemohon adalah  esensi 

penahanan yang dilakukan oleh penyidik pembantu, penyidik dan 

penuntut umum yang tidak ada mekanisme kontrolnya yang oleh 

Mahkamah telah ditegaskan bahwa hal tersebut adalah dalam rangka 

menyeimbangkan kepentingan seorang tersangka atau terdakwa dan 

kepentingan umum, khususnya korban tindak pidana. Meskipun di sisi 

lain Mahkamah dapat memahami argumentasi Pemohon yang 

berpendapat penahanan adalah penempatan seorang tersangka atau 

terdakwa bagaikan dalam sebuah lorong gelap, akan tetapi menurut 

Mahkamah permasalahan tersebut adalah semata-mata karena 

minimnya fasilitas dan inftastruktur yang rata-rata kurang memadai dan 

hal ini juga seharusnya menjadi perhatian pemerintah, mengingat 

esensi penahanan sangat berbeda dengan pemidanaan, dimana 

penahanan seharusnya menempatkan seseorang pada suatu tempat 

tertentu dan didasarkan pada prinsip praduga tidak bersalah dengan 

disertai pertimbangan akan adanya keadaan yang menimbulkan 

kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, 

merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak 

pidana. Dari dasar pemikiran inilah timbul gagasan bahwa seorang 

tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan penahanan ke dalam 

ketiga jenis penahanan, yaitu penahanan di rumah tahanan negara 

(Rutan), tahanan rumah, dan tahanan kota, sehingga menempatkan 

seorang tersangka atau terdakwa untuk dilakukan penahanan ke dalam 

jenis penahanan tersebut menjadi pilihan atau diskresi masing-masing 

pejabat yang melakukan tindakan penahanan. Hal ini yang 

membedakan dengan pemidanaan yang harus menempatkan seorang 

narapidana ke dalam lembaga pemasyarakatan. 

4) Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pendapat lain Pemohon yang 

berpendapat untuk tindakan penyitaan saja ada fungsi kontrol 

sementara tindakan penahanan yang kandungannya adalah berupa 

pembatasan kemerdekaan orang dan sangat sensitif dengan hak asasi 

manusia justru tidak ada mekanisme kontrol, Mahkamah berpendapat 

bahwa tindakan penyitaan yang wajib didahului dengan persetujuan 

oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah tindakan penyitaan terhadap 

benda tidak bergerak, sedangkan untuk tindakan penyitaan terhadap 

benda bergerak dapat dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari 

Ketua Pengadilan Negeri [vide Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP]. 



  
 

 

Adapun salah satu alasan yang cukup mendasar bahwa tindakan 

penyitaan terhadap benda tidak bergerak mutlak harus ada 

persetujuan/ijin Ketua Pengadilan Negeri adalah karena terhadap benda 

yang bersifat tidak bergerak ada hak-hak keperdataan yang melekat 

pada benda tersebut yang belum tentu hak tersebut adalah 

membuktikan kepemilikan dari seorang tersangka atau terdakwa yang 

diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu terhadap benda yang 

bergerak tidak wajib diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua 

Pengadilan Negeri, hal tersebut karena terhadap benda bergerak dapat 

diberlakukan prinsip Pasal 1977 KUH Perdata, yaitu “Barangsiapa 

menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang 

tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya 

sepenuhnya”. Dengan demikian argumentasi Pemohon yang 

memperbandingkan tindakan penahanan dan tindakan penyitaan adalah 

tidak relevan. Sebab, sekali lagi Mahkamah tegaskan bahwa terhadap 

adanya tindakan penahanan oleh penyidik pembantu, penyidik, dan 

penuntut umum adalah bukan tidak ada mekanisme kontrolnya akan 

tetapi jelas ada, yaitu lembaga praperadilan, yang di dalamnya 

termasuk menguji keabsahan penyitaan. 

5) Bahwa gagasan yang ditawarkan Pemohon yaitu tindakan penahanan 

harus ada persetujuan pengadilan sebenarnya juga bukan merupakan 

konsep yang tidak mengandung permasalahan, mengingat prinsip 

independensi yang dimiliki oleh pengadilan sebagaimana yang 

didalilkan oleh Pemohon adalah terbatas pada ketika lembaga 

pengadilan atau hakim sedang menjalankan fungsi yudisial terhadap 

perkara yang sedang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu 

relevansi tindakan penahanan yang perkaranya masih dalam tingkat 

penyidikan dan penuntutan pada hakikatnya yang lebih mengetahui 

karakter tersangka serta dimensi tindak pidana yang dilakukan oleh 

seorang tersangka sebenarnya adalah pejabat pada tingkat penyidikan 

dan penuntutan itu sendiri, sehingga adanya syarat subjektif dan 

objektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya tindakan 

penahanan bagi seorang tersangka dapat dipenuhi oleh pertimbangan 

penyidik maupun penuntut umum yang sedang menangani perkaranya. 

Adapun terhadap gagasan Pemohon yang menghendaki agar tindakan 

penahanan yang merupakan bagian dari upaya paksa yang dilakukan 

oleh pejabat penegak hukum seharusnya tunduk di bawah pengawasan 

Pengadilan (judicial scrutiny) sebagaimana praktik di Perancis dan 

Amerika Serikat dengan alasan bahwa menurut Pemohon semestinya 

tak ada satupun upaya paksa yang dapat lepas dari pengawasan 

Pengadilan sehingga upaya paksa yang dilakukan oleh aparat pejabat 

penegak hukum tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang 

yang berakibat pada terlanggarnya hak–hak dan kebebasan sipil dari 



  
 

 

seseorang, hal itu haruslah dikembalikan kepada pembentuk undang-

undang sesuai dengan sistem peradilan pidana yang hendak dibangun. 

Dengan demikian keinginan tersebut sesungguhnya berkait erat dengan 

politik hukum berkenaan dengan ruang lingkup kewenangan hakim 

dalam konsep kemandirian sistem peradilan pidana. 

6) Bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas dalil Pemohon 

yang menyatakan tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik 

dan penuntut umum yang tidak mendapat persetujuan pengadilan 

sebagai bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan 

menurut hukum. Sementara itu adanya kekhawatiran dari Pemohon 

terhadap tidak adanya pihak yang harus bertanggung jawab apabila 

setelah melalui proses persidangan ternyata terdakwa dibebaskan, 

terhadap kekhawatiran Pemohon tersebut sebenarnya undang-undang 

juga telah menyediakan mekanisme untuk menuntut ganti rugi dan 

rehabilitasi, sepanjang memenuhi syarat sebagimana yang dijelaskan 

dalam Penjelasan Umum poin 3 huruf d KUHAP. 

“Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili 

tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena 

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib 

diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan 

para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena 

kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, 

dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.” 

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan 

atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, 

ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-

undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 

diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan penjelasan 

ketentuan di atas, menurut Mahkamah telah jelas bahwa kekhawatiran 

Pemohon hanyalah didasarkan pada asumsi belaka dan oleh karena itu 

argumentasi tersebut haruslah dikesampingkan. 

7) Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, 

Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan norma 

Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata “penahanan”, Pasal 11 

sepanjang kalimat, “kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan 

dengan pelimpahan wewenang dari penyidik”, dan Pasal 20 ayat (1) dan 

ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D 

ayat (1) UUD 1945 tidaklah beralasan menurut hukum. 

 

 

 

 



  
 

 

F. AMAR PUTUSAN 

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, MK 

dalam Amar Putusannya menyatakan “Menolak permohonan Pemohon untuk 

seluruhnya.”                                     

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta 

langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam 

sidang pleno terbuka mahkamah konstitusi dan bersifat erga omnes (berlaku 

bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self-

executing). Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 4/PUU-XVI/2018 

yang menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap Pengujian 

Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata Penahanan, Pasal 11 sepanjang 

kalimat; kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan 

wewenang dari penyidik, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP 

mengandung arti bahwa Pasal-Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI 

Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.  
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